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Oleh: Megandaru W, Kawiryan

Abstrack: rulisan inl hendak mengulas peran komunikasi don informasi dalam kebijakan otonomi
daerah di Indowvesia. Sudah sepuluh tohun kebijakan otonon daerah yang nyata dan luas diterapkan
di Indoresia, sefelah Rezim Orde Baru berakhin, maka munculah tuntutan dari berbagai daerah uniuk
mendapatian otovemi yang luas dan nyata, sebelumnya pada era Orde Bavu telah dikeluarkan UU
No 5 Tahun 1974 tentang Pemerinichan Daevah. Dalam UU No. 5 Tabun 1974 ofonomi daesrah vang
diberikan semu adanya, Pemerintal Pusat {Jakarta) dalam prafieknya terlihal sangat kuat dan berciri
septralistik (Ryaas Rasyid, 2007). Sehingga inisiatif dan ekspresi lokal tidak terlihat bahkan ierkesan
dimatikan,

Setelah Rezim Orde Baru janth maka Pemerintahan Habibie menjawab keinginan daerah tersebut
dengan mengeluarkan UU No 22 Tahun 1999 dimona dalam UL tersebut doerah mendapaifan
atonominva kembali secara lias dan nvara. Kebijakan yang sangat radikal ini kemudian mengalibatkan
banyak dijumpainva berbagal keanchan kebijakan pemeriniak daerah, yang kennedian ditangkap dan
disiarkan oleh media massa. Setelah berjalan selama 3 tahun maka UU No 22 tahun 1999 kermudian
direvisi dan diteluarkan UU No 32 Tahun 2004 Tenrang Pemerintalion Daeral.
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admimistratif yoitu menciptokan kesejahreraan dan menyediakon pelavanan kepada masvaraket yvang
efektif dan efisein,
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'_beberapa' médm membenkan perhatlan Khusus
untuk - hputan otonorm daera}l mlsainya harian
Koran

pat khusus dalam hputan otonomi daerah. |
prutan mengenai otonom1 daerah yang
tersajl dalam sidang pembaca mengusung ist

_dapat_ dilihat dengan liputan media mengenai
keberhasilan beberapa dacrah kabupaten kota, dan
prop;n31 dalam melayani warganya. Sedangkan
hal yang negauf dapat dIketemukan ketika media
"menyorotz berbagai masalah di daerah yang
timbul semenjak kebi_;akan otonomi yang luas
.dzterapkan sepertl koordmasx antara pusat dan

& SOt0nomi daerah apabile dzbe—
dah menggunakan 5 mpecz‘z Se-
Jarah, se enai‘nva wkan barang
‘baru, otonomi daerah telah men-
jadi agenda utama vang penting

sentenjak republik ini lahir. 5y

Dalam sepuluh tahun ini, diskusi mengenai
otonomi daerah tampil mengemuka, berbagai

i ' : : .. mengenai - otonomi- daerah, ada yang.
-Pembentaanmengena} otonoml daerah hampzr : 5 Yang:.

' '.-"s.etzap' hari dapat dijumpai di media massa, ‘bahkan

Ko_mp as dan Ma_;aiah Temp © membenkan ~pemberitaan di media massa tentunya  tidak

daerah yang tidak  berjalan -baik, mii:ﬁbulnya
korupsi - yang - terdesentralisasi, iklim. usaha
yang kurang terganggu-karena tumpang tindih
kewenangan pusat dan daerah, dan sebagamya
Pemberitaan mengenai otonomi daerah yang
cukup gencar dari media massa, tentunya sedxkxt
banyak- akan mempengamhl presepsi masyarakai
hhat

- otonomi - daerah mempakan hal bagus; namun
- ada juga yang beranggapan otonomi daerah -yang

dijalankan sekarang sudah kebablasan, -
* 'Presepsi yang ‘ditimbulkan oleh gencamya

mungkin bisa dihindari, karena salah - satu
dampak media massa adalah membenmk___.apml

yang. cukup bervariasi beberapa postif namun publik (Severin-Tankard, 2007:15). Terlebih lagi

.. "_'bany A Vaig nepaif Berbageu hal yang positif pada era demokrasi seperti sekarang ini, ‘arah

pemberitaan media massa hampir tidak mungkm
di intervensi oleh pemerintah.
Tulisan i tidak  bertujuan unmk
“mendameaikan” antara media massa. dan
pemerintah, tulisan ini hendak mendiskusikan
pentingnya komunikasi dalam era otonomi
daerah. i

s wese oo o [tmnomi Daerah Dalam Perspektif Sejarah

an kekuasaan daerah dan pusat, pembagian kue
ekonomi pusat dan daerah, pemilihan kepala dae-
rah langsung, dan sebagainya. Sebenamya apa-
kah makhluk otonomi daerah itu ?, kenapa dalam
sepuluh tahun ini bangsa Indonesia terlihat begitu
gegap gempita mendiskusikan otonomi daerah.
Otonomi daerah apabila dibedah meng-
gunakan perspectif sejarah, sebenarnya bukan
barang baru, otonomi daerah telah menjadi agen-
dautama yang penting semenjak republik ini iahir,

_nacam pakar, para ahli, sampai presiden. berdis.. ..

kusi mengenai otonomi daerah, forum-forum dis-
kusi ilmiah yang bertema otonomi daerah banyak
digelar, mulai dari kampus sampai hotel, berbagai
macam topik di diskusikan, mulai dari pembagi-

Drari pelacakan BN Marbtn (2010715516 dalam
65 tahun republik ini berdiri, telah mengalami
delapan (8) kali perubahan perundang-undangan
mengatur tentang eksistensi otonomi daerah yang
termasuk dalam Undang-Undang tentang Peme-
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rintahan Daerah. Kedelapan Undang-Undang
Pemerintahan Daerah itu sebagai berikut:
Undang-Undang Nomor ! Tahun 1945
*Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1948

. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1957
“Penetapan Presiden Nomor 6 Tahun 1959 -
‘Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1965+

- Undang-Undang Nomor-5 Tahun 1974
“Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999
“Undang-Undang Nomor-32 Tahun 2004
CiDard ke delapan: Undang-Undang Pemerintah
: -Daerah diatas, ‘apabila dilibat dari‘rentang waktu
se_;arah maka Undang-Undang' Nomor -5: Tahun
1974 merupakan Undang-Undang Pemeriniah
Daerah yang paling lama diterapken yaitu 25 ta-
hun, halini tentunya tidak:lepas dari pemerinta-
han Orde Baru yang berciri otoriter/, berkepen-
tingan untuk membnat sistem pemerintahan yang
sentralistik, dimana pusat mempunyaikuasa yang
sangat besar terhadap daerah, sedangkan daerah
cukup sebagai pelaksana semua kebijakan peme-
rintah pusat. N ' '

- Semenjak republik ini berdiri para pendiri
republik (Founding Parenty’ telah menyadar
bahwa republik vang mereka dirikan yang berna-
ma Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)
sangat besar, memilki luas sekitar 1.904.56% Km
membentang antara Sabang sampai Merauke, ada
17.504 pulaw, dengan berbagai sukn bangsa dan
bahasa. Para pendiri republik ini sadar bahwa

'Wﬁ@@#@@r

dengan luasnya:Indonesia maka tidak mungkin
semuanya diselesaikan oleh pemerintab pusat
(Jakarta), perdebatan para pendiri repubslik ini
kemudian mengemcut: dan dituangkan - dalam
UUD 1945 pasal 18 yang berbunyi  —“Pem-
bagian daerah Indonesia atas daerah besar dan
kecil, dengan bentuk susunan, pemerintahannya,

-ditetapkan, dengan undang-undang, dengan me-

mandang dan mengingati dasar permusyawarat-
an dalam sistem pemerintahan negara, dan hak-

hak asal-usul dalai daerah-daerah yang . bersy’ar
A zst:mewa

Blla dilihat dalam penjeiasannya me-
nun}ukkan ‘bahwa daerah Indonesia akan - -dibagi

dalam daerah propinsi, dan daerah propm_s;__'a}_(an
dibagi pula dalam daerah yang lebih kecil, di dae-

rah-daerah yang bersifat otonom akan diadakan
badan perwakilan daerah, oleh karena di .daerah
pun pemerintahan akan bersendi atas dasar per-
musyawaratan,

Dari uraian diatas terlihat bagaimana: “para
pendiri bangsa ini menempatken pemerintahan
daerah sebagai suatu hal yang sangat pentiﬁg;_'Se-
hingga dimasukkan dalam UUD 1945, 3

Walau sudah ada payung hukum yang jelas
mengenai pengaturan pemerintahan daerah yaitm
Pasal 18 UUD 1943, namun dalam implementasi
pelaksanaanya tidak mempunyai kepastian yang
jelas, tergantung situasi dan kondisi politik nasio-
nal. Dalam penelusurannya BN Marbun (2016:45)
memperlihatkan ranmsan prinsip atau isi otonomi

I feori Negara, Arigl Budinzan (20021, Ctonami Daerak Bvacs Rasvid daw Afan Gayar (3007)
2 Penulis lebih suka dengan kata pavent davipada fatherkarena yang medirtian NKRI tidak banyva lolaki namun juga perempuan, maks

Sfounding parent memiei peanlist obil sesual devipada founding farken
3 UL 1943 Pasal 18 Asli sebelon dif amandemen,
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: sétiép 'ﬁndang-undang:_s,ge}a}u_-be;b_e_da satu sama lain, dapat dilibat dalam tabel dibawah ini.

Sumber:

BN Marbun (2010 -}J}

Tabel 1.

-{ No| - Undang-Undang Rumusan E’rmsap/Asas Otonomi :
1.1 UU No. 1 Tahun I945 Kemerdekaan pengaturan rumah tangga daerah “asal tldakbertentaﬁg—
Qe an 'dengan pengaturan pemerintah pusat dan peme;mtah dacrah yancr
Sl e e e Taas daripadanya”. - x S

) '_ oy NQ'L' 22Tahun1948 ' a Hak pengamran dan pengurusan rumah tangga sendiri berdasmkzm
i S U hal ofo omi dan hak medebewind o
Ri T I b. Titik berat otonomi ada pada desa atau kota kecil
37| UUNo 1 Tahun 1957 .| Otonomi formil: Wewenang dacrah mengurus rumah tang gganya ndak
o B I | dibatasi/tidak diperinci, sejauh tidak bertentangan dengan _urusan
o | yang diatur oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah yang 1'"‘0111
R e ... . liinggitingkatannya. . 0 o
14 Perpres No: 6/59 -dan | Melanjutkan politik disentralisasi (territorial) dan dekonsentrasx duna—
.| Perpres No. 5. 1960 | na daerah diberi hak untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya
sendiri, dengan memperhat;l{an kemampuan masing-masing daerah
57 UUNo. 18 Tahun 1965 ‘4. Otonomi territorial yang il dan seluas-luasnya, serta menj a}ankan
" 'politik dekonsentrasi sebagai komplemen yang vital -
- B @ b. Otonomi selain-sebagai hak/kewenang dan sekahgus kewajlban _
|6 | 'UU No.'5 Tahun 1974 | a. Otonormi nyata dan bertanggung jawab '
_ UU No. 5 Tahun 1979 | b. Otonomi adalah hak, wewenang dan sekaligus kcwaﬁban
17| UU No. 22 Tahun 1999 | a. Otonomi luas, nyata dan bertanggung jawab
|| UU No. 25 Tahun 1999 | b. Penyelengaraan otonomi memperhatikan aspek demokrasi, partzs1~
. patif, adil.dan merata dengan memperhazikan potensi dan keragaman
. daerah. .
c. Otonorm Propinsi ber31fat terbatas, sekahgus memalankan funos1
dekonsentrasi -
8 |UU No, 32 Tahun|a. Otonomi seluas-luasnya, nyata dan bei"tanggung jawab
42004 b. Penyelenggaraan otonomi berorientasi kepada peningkatan ke-
1 UU No. 33 Tahun 2004 | sejahteraan rakyat, menjamin hubungan serasi antar daerah dan men-
Ul No. 12 Tahun 2008 | jamin hubungan serasi daerah dengan pemermtah -

Dari tabel diatas dapat ditarik suatu benang merah, bahwa ada tarik menarik kewenangan antara
pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, lebih lanjut menurut Made Suwandi (2007) pada UU No.
I Tahun 1945 kewenangan pusat lebih dominan, kemudian UU No. 22 Tahun 1948 kewenangan daerah
kembali dominan, untuk UU No 1. Tahun 1957 terlihat kewenangan daerah tetap dominan, sedangkan
Penpres-No. 6 Tahun 1959 kembali menarik kewenangan dacrah sehingga pusat dominan, untuk UU
No. 18 Tahun 1965 kembali daerah mempunyai kewenangan yang dominan, UU No. 5 Tahun 1974
terlihat kewenangan pusat sangat dominan, UU No. 22 Tahun 1999 kewenangan daerah kembali domi-
nan, dan saat ini UU 32 Tahun 2004 kewenangan daerzh dominan.
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. %% Asas pemfeleﬁgoaman
~pemerintahan daerah adalah
de[mmsmzimw ciesem‘;f alisasi,

dan tugas pembantuan Made

.'Szgwmzczg {2 ) )Hamwathalm

37

Daatas telah dlbedah bagalmana otonom; dae-

: '.'-rah dl Indonesia dalam perspectif sejarah, terlihat

' -pada suatu masa daerah mempunyai kewenangan
yang dominan, pada masa lain pusat lebih kuat ke-
-wepangannya, ‘Untuk lebih memperjelas konsep
‘otonomi.daerah, maka perlu diulas asas penye-
lenggaraan pemerintahan daerah, karena ketika
.mengulas mengenai otonomi daerah maka dapat
dipastikan akan bersentuhan dengan asas penye-
lenggaraan pemerintahan daerah, ini bagaikan
dua sisl mata uang yang tidak terpisatikan.

Asas penyelenggaraan pemerintahan daerah
adalah dekonsentrasi, desentralisasi, dan tugas
pembantuan Made Suwandi (2007) Hanif Nur-
cholis (2007). Selain sebagai asas penyelengga-
raan pemerintahan daerah, dekonsentrasi, desen-
tralisasi, fugas pembantuan ditambah sentralisasi
juga merupakan suatu konsep dalem organisasi,
baik itu organisasi kecil, maupun organisasi besar
dalam bentuk negara. Sebagai suatu konsep tentn-
nya hal ini tidak dilihat hitam dan putih atau dinilai
benar atau salah, karena dalam sebuah organisasi
tentunya tidak ada yang seluruhnya sentralisasi,
ataupun sebaliknya seratus persen desentralisasi,
ataupun tugas pembantuan. Untuk mendudukan
pada proporsi yang benar maka selanjutnya akan
coba diuraikan makna sentralisasi, dekonsentrasi,
desentralisasi, dan tugas pembantuan.

- Sentralisasi, menurut Bhenyamin Hoessein
(2009:218), Hanif Nurcholis (2007:3) adalah
pembentukan berbagai kebijakan dan keputusan,
serta pelaksanaanmya dilakukan pada puncak hie-
rarkhi organisasi pemerintahan secara terpusat.

Dekonsentrasi menurut Rodinelli (1983:18),

T e e i s S Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

lebik rendah sama sekali tidak memﬁikx we-

- wenang untuk mengambil suatu kebgakan atan

suati keputusan yang mendasar, dalam dekonsen-
trasi pejabat pemerintah yang lebih rendah hanya

~menjalankan perintah dari pemerintah pusat, se-

hingga menurut Bhenyamin Hoessein (2000:10)

(dekonsentrasi akan menciptakan local szate. goyw

ernment atau field administration (wxlayah ad-

ministrasi).

Lebih lanjut Smith dalam Hanif Nurchohs

(2007:20), menjelaskan ciri-ciri dekonsentrasi:

I. Pelimpahan wewenang untuk melaksana-
kan fongsi-fungsi tertentu, yang dirinci:dari
pemerintah pusat kepada pejabat pemermtah
pusat yang ada di daerah,

2. Penerima wewenang adalah pejabat pemerin-
tah pusat yang ada di daerah.

3. Tidak mencakup kewenangan untuk menetap-
kan kebijakan dan wewenang untuk meng-
atur.

4. Tidak menciptakan otonomi dan daerah oto-
nom tapi menciptakan wilayah administrasi.

3. Keberadaan field administration berada dalam
hirarkhi organisasi pemerintah pusat.

6. Menunjukkan pola hubungan intra organisasi

7. Menciptakan keseragaman dalam  struktur
politik.

Dari penjelasan para ahli diatas terlihat jelas
bahwa dalam dekonsentrasi, kewenangan peme-
rintah pusat masih sangat kuat, yang dilimpahkan
hanya kewenangan administratif, sedangkan ke-
wenangan politik merupakan milik pemerintah pu-
sat. Karena yang dilimpahkan adalah kewenangan
administartif maka pejabat yang manjalankan tu-
gas adalah pejabat yang ditugaskan atau mewakili
pemerintah pusat, schingga pejabat inj tidak per-
nah dipilih oleh rakyat setempat namun diangkat
oleh pemerintah pusat, dan mendapatkan gaji dari
pemerintah pusat melalui APBN. :

Desentralisasi apabila ditelaah dari sisi eti-
mologi dapat diartikan menjauh dari_pusat (de-

Harold I Aldelfer (1964:176), dan Henry Mad-
dick (1963) yaitu penyerahan sejumlah kewenang-
an kepada pemerintah yang lebih rendah, dalam
pelimpahan wewenang tersebut pemerintah yang

’
i anrad

central), sementara it para ahli administrasi ne-
gara dan pemerintahan seperti Rodinelli (1983),
Bhenyamin Hoessein, (2000), Made Suwandi
(2007), dan Hanif Nurcholis (2007), berpendapat
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_ d(_e_s'{::r_i'_trélisasi adalah pényerah;in__sabagiag__kcyvéﬁ'angan 'poj_i_t_'i_k dan administrasi, dari puncak hierarki

rintah daerah),

organisasi (pemerintah pusat) kepada jenjang organisasi yang lebih rendah atau dibawahnya (peme-

* kepentingannya sendiri yang Dbersifat lokal, maka dengan adanya disentralisasi tersebut munculah
otonomi-daerah. Lebih Tanjut menurit Hanif Nurcholis {2007:30) “otonomi daerah adalah hak yang
“diberikay Kepada penduduk “vang tinggal dalam suatu wilayah tertentu untuk mengatur, mengurus,
_mengendalikan, dan mengembanglan urusan '
rundang-undangan yang berlaku®: o e T
. _ muan (imedebeyvind), menurut. Koesoemahatmadja (dalam Koswara, 1999) “tugas
. pembantuan atau zelfbesiuur adalah sebagai
daerah yang tingkatannya lebih afas untik minta bantuan kepada pemerintah dacrah/pemerintah dae-

rah yang tingkatannya lebih rendah agar menyelengarakan tugas atau urusen rumah tangga™. . o

" Dalam tugas pernbantian ini pemerintah daerah membantu penyelenggaraan kepentingan-kepen-
tingan dari pusat afau daerab-daerah ‘yang tingkatannya lebih ates, dalam medebewind ini segala liru-
 san-urisan yang dilakukan oleh pemerintah daerah masih tetap merupakan urusan pusat, tidak beraiik

‘menjadi urusan rumah tangga dacrah yang dibawahnya, N
" “Untuk lebih'jelas membedakan sentralisasi, dekonsentarsi, desentralisasi, dan tugas perbantuan,

dapat dilihat dari tabel dibawah ini :

A
Asas | -_.:_Wewenang'_l’o_li_tik_ p /) Wewenang Administrasi ' Sumber -
Rl ) W/ ' \ Keuangan

-

.| Pusat. : Daerah Otonom | Perangkat | Perangkat.. Perangkat | APBN . APBD.
5 - iPusatdi [Pusatdi . .| Daerah e
"} Pusat . . | Wilayah Otonom
: - | Administrasi :
Sentralisasi X - X - - X
Dekonsentrasi X - = X ; - X -
Tugas Pembantuan | X - - - X X o
Desentralisasi | - X - - X - X

Swrmber: Hanif Navcholis {2007:231

. ‘Dari bagan diatas terlihat jelas perbedaan konsep sentralisasi, dekonsentrasi, desentralisasi, dan
tugas pembantuan. Dimana dalam sentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan wewenang politik
ada pada pemerintah pusat, sedangkan desentralisasi wewenang politik pada daerah otonom. o

Dalam wewenang administrasi terlihat tugas pembantuan dan deseniralisasi ada pada perangkat
daerah otonom, sedangkan untuk sentralisasi ada pada perangkat pusat di pusat, untuk dekonsentrasi
wewenang administrasi ada pada perangkat pusat diwilayah administrasi. .

Untuk sumber keuangan asas sentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan menggunakan
APBN, sedangkan desentralisasi menggunakan APBD sebagai sumber keuangannya. '

e Dengan adanya :dqs_en_n‘ali_s_gsi__t_(__arseb_ut_ 1ﬁaka masyarakat daerah mempunyai kewenangan .y_a_ng
ih besar, karena mempunyai kebebasan dan kewenangan mengatur, mengurus, -dan memutuskan

usannya sendiri dengan tetap menghormati dan taat pada pe-

[pemberian kemungkinan kepada pemerintah/pemerintah -
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@fgﬂmfm ada-desentralisasi-maka

“ptonomidaerdah yong muncul
e adalab otonomisdoeral vang
semu Korena esensi-dayri ofo-
“nomi daeralvadalah hok vong
Cdiberikan kepada pendudil yang
stinggal dalami suotw wilayah ter-
HeRTI UM MEngaiur, TEHgUrLS,
“mengendalilan, dan mengem-
banghan wrusannya sendivi
dengan telap menghormati pe-

rundarigan vang berlaky (Honif

U Warcliolis, 2007:30).9%

‘Diatas telah diulas konsep otonomi daerah,
dimana otonomi daerah akan muncul jika peme-
rintzhan berciri desentralisasi. Tanpa ada disen-
{ralisasi maka otonomi daerah yang muncul adalah
otonomi daerah yang semu. Karena esensi dari
otonomi daerah adalah hak yvang diberikan kepada
penduduk vang tinggal dalam suatu wilayah ter-
tentu untuk mengatur, mengurus, mengendalikan,
dan mengembangkan urusannya sendiri dengan
tetap menghormati perundangan vang berlaky
(Hanif Nurcholis, 2007:30).

Desentralisasi yang nyata adalal pelimpahan
kewenangan politik dan kewenangan administrast
dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah.
Pelimpahan kewenangan politik berarti pelimpah-
an kewenangan pembuatan kebijakan, sedangkan
kewenangan adminsitratif adalah kewenangan
menjalankan kebijakan, selain ita dalam desen-
tralisasi, daerah mempunyai kewenangan yang
luas dalam penggunaan keuangan daerah, artinya
daerah vang diberikan pelimpahan desentralisast
diberikan keleluasaan untuk mengatur daerahnya,
disertai aspek pendanasnya, kewenangan tanpa
pendanaan tentunya sepertt mobil tanpa bensin.

Kebijakan desentralisasi yang nyata hanya
akan muncul dalam pemerintahan vang demokra-

Dari Saniraiésasi ke Bgsanﬁtraﬁsasi

1'intéhan daerah dikeluarkanlah UU No 3 _Ta_h_ﬁn
1974 mengenai Pemerintahan Daerah. Banyak

 kritik dityjukan pada UU No 5 Tahun 1974, kri-

tik dari para ahli pemerintahan, politik dan ad-

_misnitasi negara tersebut antara lain disuarakan

olch Ryaas Rasyid dan Afan Gafar (2007). “Un-

_dang-Undang No. 5 Tahun 1974 _meningéélk_dg

prinsip -otonomi yang riil dan seluas-luasnya,
dan diganti dengan prinsip otonomi yang mnyata
dan bertanggung jawab, otonomi daerah menu-
rut undang-undang ini bukanlah merupakan hak
dari masyarakat dan pemerintah daerah, namun
otonomi daerah merapakan kewajiban daerah
dalam rangka mensukseskan pembangunan na-
sional”. Dengan demikian maka Undang-Lindang
No. 5 Tahun 1974 ini tidak dibuat untuk berpihak
kepada rakyat di daerah, karena Undang-Undang
ini tidak memberikan kepada daerah keleluasaan
mengatur urusan rumah tangganva sendird un-
tuk meningkatkan kapasitas dan kesejahteraan
rakyat di daerah. Undang-Undang ini sangat
bias pusat (Jakarta) ini terlihat dari prinsip yang
dianut bahwa “otonomi lebih merupakan kewa-
jian daripada halk”. Sechingga Undang-Undang
ini merupakan instrument pusat (Jakarta) untuk
mengendalikan daerah dalam rangka kelancaran
pembangunan. :

Pada tahun 1998 terjadilah krisis moneter yang
melanda Asia Tenggara, membuat ekonom Indo-
nesia terpuncang hebat, berakibat banyals terjadi
pemutusan kerja, pengangguran den kemiskinan
langsung melonjak, hal ini kemudian mermimbul-
kan serangkaian tindakan demenstrasi dan burn-
hara anarkhis yang menelan banyak korban jiwa
serta harta benda diberbagai daerah, dan akhimya
Rezim Orde Baru tumbang.

Tumbangnya rezim otoriter Orde Baru mem-
bawa angin segar dalam berbagai segi kehidupan
berbangsa dan bemegara. Jika pada masa rezim
Orde Bara hampir semua aspek peri kehidupan
berbangsa dan bemegara dikekang dan disuruh

15, inl dikarenakan datam pemerintahan yang ber-
ciri otoriter dapat dipastikan semua kewenangan
akan dipusatkan secara sentradistis, hal i juga
terjadi di Indonesia sebelum reformasi. Pada saat
pemerintahan Orde Baru untuk mengatur peme-

manut, nduk, dan takui pada reziin ordge vdanu,
maka pasca Rezim Orde Baru muncul bermekar-
an bunga-bunga kehidupan demokrasi, kebebasan
berkumpul, bersyarikat, mengajukan pendapat
dan funtutan marak disana-sini, salah satu yang
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menonjol adalah tuntutan dari berbagai daerah
untuk memperoleh otonomi yang luas dan nyata.
Gayungpun bersambui, tuntutan daerah ini kemu-
dian diakomodasi oleh pemeriniah pusat dengan

_ merevisi Undang-Undang No. 5 Tahun 1974, de-

ngan Undang-Undang No 22 Tahun 1999 Tentang
Pemerintahan Daerah,
“Para pembuat Undang-Undang No 22 Tahun

1999 sangat ‘paham akan adanya potensi dis-

-integrasi bangsa pada masa itu, berbagai tuntut-

an'daerah tidak lagi menyuarakan otonomi, atau

tederaiism, namun ‘sudah ada vang menuntut ke-

merdekaan. Daersh-daerah vang kaya tambang
seperti-Aceh, Riau, dan Papua tidak segan-segan
mengancain pemerintah pusat akan merdeka le-
pas dari Indonesia jika tuntutan mercka mengenal
kesejahieraan, bagi hasil tambang, dan kelelu-
asaan mengekspresikan kepentingan lokal tidak
dipenuhi.

Untuk itulah dalam menyusun UU Ne. 22
Tahun 1999 terlihat cara penyerahan kewenang-
an pemerintahan menganut residual power atau
general competence, bukan altra vives doctrine
geperti U No. 5 talun 1974, Menurnt Hanif
Nurcholis {2007) dalam penyerahan kewenangan
vang menganut residual power atau geperal com-
petence daerah otonom diperbolehkan menye-
lenggarakan semua urusan pemerimtahan diluar

ewenangan yang dimiliki pusat, sedangkan v/ng
vires docirine artinya pemerintah pusat menye-
rahkan kewenangan pemerintahan kepada daerah
otonom: dengan cara merinci satu persato, hal 1m
yang dijumpai dalam U No 5 Tahun 1974,

Mengapa UU No. 22 Tahun 1999 dapat dika-
takan menganut residual power atau general
competence ? karena daerah boleh menjatankan
kewenangan senmia bideng pemerintahan kecuali
kewenangan yang dimiliki pusat, apa saja ke-
wenangan yang dimiliki pusat ? yaitw: 1. Politik
Luar Negeri, 2. Pertzhanan dan Keamanan, 3.
Yustisi, 4. Moneter dan Fiskal, 5. Agama. Diluar
ini semua maka dipersilahkan daerah menyeleng-
garakannya dengan bailk dan bertanggung jawab.

Seiring berjalannya wakn, ternyata pelak-
sanaa UL No. 22 Tahun 1999 tidak berjalan mu-

daerah. Menurut Ryaas Rasyid (2007:viii) ada dua
hal yang mendasar yang menyebabkan kebijakan
mi masuk dalam perdebatan yang kontroversial,
yaitu: Pertama, perubaban yang dibawakan oleh
VU No 22 tabun 1999 ini begitu besar, misi uta-
ma dari kebijakan ini adalah penguatan masya-
rakat lokal dan peningkatan kapasitas demokratis
ditingkat lokal dan nasional, serta pengembalian
martabat dan harga diri masyarakat daerah yang
sudah-lama dinafikan ofeh pemeritah pusat (Ja-

“karta), akibatnya kekuasaan hegemonistik yang

dinikmati pemerintah pusat (Jakarta) terganggu,
Kedua, begitu kebijaksanaan ini dicanangkan,
tiba~tiba banyak orang terlibat memperdebatkan-
nya. Bermunculan sejumlah pakar dan ahii peme-
rintahan daerah yang sebelumnya belim atau
tidak pernah dikenal dengan latar belakang pen-
didikan dan pengalaman yang tidak mendukung,
ketika merela memperdebatkan otonomi daerah
semua berbicara tentang kesiapan masyarakat di
daerah. Akhimya otonomi daerah cenderung di-
jadikan kambing hitam atas segala ketidak mam-
puan penyelenggaraan pemerintahan baik dipusat
mavpun di daerah, setiap persoalan yang muncul
di daerah selalu otonomi daerah vang dipersoal-
lean.

Pada taln 2004 setelah gegap gempita pem-
beritaan mengenai otonomi daerah di berbagai
media, maka diadakan evaluast dan revisi UU No.
22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Dacrah,
Menurut Johanis Kaloh (2007:69-70) ada em-
pat poin evaluasi yang mendasar yaitu: Pertama,
pada tataran konsep UU ini kurang komprehen-
sif dalam pengaturan terhadap konsep dasarnya,
seperti pembagian kewenangan, hubungan antar
strata pemerintahan, dan perimbangan keuangan.
Kedua, pada tataran instrament UU No. 22 Tahun
1999 memberi kuasa kepada pemerinteh untuk
mengatur tindak lanjut kebijakan desentralisasi
tanpa diberikan rambu-rambu, sehingga menim-
buikan peluang munculnya kebijakan vang tidak
mendorong otonomi daerah. Ketiga, pada tataran
implementasi. Dalam pengelolaan kewenangan
sering muncui fiksi antar tingkat pemerintahan se-
hingga cenderung menggangoy nelavanan wmum

lus, banyak vang salah memaknai UU No. 22 Ta-
hun 1999, ditambah lagi gencarnya media massa
memberitakan berbagai kegagalan pemerintah
daerah dalam menyelengarakan pemerintahan

Keempat, adanya keputusan poliiik di dalam Ke-
tetapan MPR yang memberi kuasa kepada dacrah
untuk membuat Perda dalam pelaksanaan otonomi
tanpa menunggu pedontan yang diperfukan, telah
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berakibat munculnya berbagai kebijakan daerah
. yang tidak scjalan deng,dn peraturan perundang-
undangan yang lebih tinggi '

. -Muncullah UU 32 Tahun 2004 Tcntanfr Peme-
rintahan Daerah, UU .ini masih menggunakan
penyerahan . kewenangan menganut residual
power atan general competence, daerah otonom
diperbolehkan menyelenggarakan semua. urasan
pemerintahan diluar kewenangan vang dinuliki
cpusat. UU No. 32 Tahun 2004 ini adalah suasu

.. itsaha penyempumaan terhadap UU No 22 Fahun -

1999, penyempurnaan tersebut dilakukan setelah
melakukan evaluasi terhadap UU No 22 Tahun
1999, Menurut Johanis Kaloh (2007} berbagai hal
baru yang diperkenalkan dalam UU No. 32 Tahun
2004 adalah sebagai berikut;

1. Pembentakan daerah kawasan khusus.
2. Pemilihan kepala daerah langsung,
3. Pembagian urusan pemerintzhan,
4. Keuangan daerah.
5. Kontrol teshadap defisit daerah
6. Penctapan APBD

%f{f}?}??ﬁ?f;{éﬁ as&:ﬁﬁfngz UASHY @8-
ensial  bagi demokvasi, kowmu-
wikasi  “adalak fulangpung-
gung demokrasi, seluruh proses

emokrasi dilangsunghkan denoan

L}f;é:mféﬁ * mionurit Alwi i

-s:

an {1999; 3}%%

Diatas telah dituliskan bahwa kebijakan
otonomi daerah mempunyai dua twjuan utama
yaitu: Pertama tujuan politis mendukung proses
demokrasi di tingkat lokal. Kedua tujuan adminis-
tratif yaitu menciptakan kesejahteraan dan menye-
diakan pelayanan kepada masyarakat vang efcktlf

7. Penguatan posisi Gubernur

8. Kelembagaan DPRD sebagai penyclenﬁgara
pemerintahan daerah

9. Pertangung jawaban kepala dacrah

10. Pemakzulan (impeachment) kepala daerah

Mengikuti perdebatan mengenai otonomi dae-
rah di Indonesia sangat menarik, karena kebijak-
an ini menyangkut segala aspek peri kehidupan
berbangsa - dan - bernegara. Inti dari munculnya

kebijakan otonomi daerah ini: menurut; Made

Suwandi (7007) ada dua yaitu: Pertama Tujuan
politis mendukung proses demokrasi ditingkat
lokal, menjadikan Pemda sebagai instrumen:pen-
didikan politik ditingkat lokal untuk mendukung
proses demokratisasi menuju masyarakat madani
fcivil soctety). Kedua. Tujuan adminsitratif yaitu
bagaimana menjadikan Pemda sebagai instrumen
untuk menciptakan kesejahteraan. dan menyedia-
kan pelayanan masyarakat secara efektif, efisien
dan ekonomis.

Komunikasi dalam Pemerintahan Terdesentralisasi

daerah, dan bagaimana peran komunikasi dalam
pemetintahan - yang terdesentralisasi?, perta-
nyzan-pertanyaan diatas akan dijawab dalam to-
lisar ini.

Menurut Alwi Dahlan (1997:3) Infornmasi
adalah inti dari proses komunikasi, lebih lanjut
Alwi Dahlan (1997:3) menerangkan “Komu-
nikasi hanya menjadi penting dan merupakan
kegiatan dasar kita sehari-hari, kita perlu men-
carl, mengolah, membagi, menyimpan, rmenjual,
tukar-menukar informasi. Kalaupun kita telah
mempunyai informasi yang lengkap untuk segala
keperluan, kita masih perlu berkomunikasi untui
membandingkan, memutakhirkan, menganalisis,
dan menafsirkan informasi”,

s CIISCI (Chiale sliwandi, 2007 3,

Apa hubungan antara komunikasi dengan
otonomi daerah?, apakah ilmu komunikasi da-
pat menjadi tulangpungung suksesnya otonomi

Dart uraian d:atas terlihat bagaimana mior-
masi sangat penting bagi kajian komunikasi, in-
formasi ini yang menunjukkan kualitas manusia
berkomunikasi. Selain informasi, menurut Alwi
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Dahfan (1999: 3) “Komumkasz adaiah unsur esen-
sial bag1 demokmsz kommuicast ~adalah tulang-
pungung demokrasi, scluruh proses demokram di-
langsungkan dengan komumkasf’ Suatu negara
dinilai demokratis atau otonter sanﬂat berhubung—
an erat dengan stmkf:ur komunikasi yang berjalan
di negara tersebut. Apabﬂa dalam negara tersebut
komumkam berjalan tanpa’ hambatan maka dapat
d1katakan negara . tersebut’ demokrastis. “Menu-
1 lwx Dahlan (1993 4) kﬂtena komumkam
'tanpa_hambatan ada;idh adanya Wacana pubhk
pertukaran pendapat gagasan dan’ perbedaan e~

cara terbuka, arus informasi yang t1dak d;batam '

serta hak dan kebebasan memilih,

Jika pendapatAEWI Dahlan mengcnm informa-
si dan komunikasi ini dzsancimgkan dengan pen-
dapat Made Suwandi mengenai esensi kebijakan
otonomi daerah; maka _menurut pendapat penulis
komunikasi dapat menjadi _parameter” sukses ti-
daknya 1mplementas1 otonomi daerah. :

Pertama esensi otonomi daerah adalah men-
dukung proses demokratisas: dxtmgkat lokal,
menurut penulis proses demokratxsam daerah di-
tingkat lokal akan berjalan dengan baik dan mak-
simal jika arus informasi dan komunikasi berj jalan
lancar, jangan lupa yang diberi otonomi adalah
masyarakat di daerah tersebut, bukan pegawai
pemda atay birokrat setempat. Dengan adanya
otonomi tersebut maksa rakyat daerah dapat me-
nentukan siapa yang akan memimpin mereka,
karena tidak mungkin seluruh rakyat menjadi
pemzmpm cksekutif dan legeslatif.

Dalam memilih calon pemimpin rakyat terse-
but maka diadakanlah pemilihan kepala daerah
Ianfrsnng (pilkada) dan pemilihan calon anggota
legislatif (DPRD) langsung. Dalam pilkada inilah
proses komunikasi berjalan, pada saat kampanye
para calon pemimpin daerah dan calon anggota
DPRD menjajakan program, ide, visi dan misi
mereka untuk dilihat, didengar, dipertanyakan dan
dipertanggung jawabkan kepada rakyat yang akan
mereka pimpin. Jadi proses pilkada ini esensinya
adalah proses untuk mengkomunikasikan pilihan
antara calon pemimpin dan yang akan dipimpin
(rakyat). Tanpa ada proses ini maka ide penguai-

dengan cara dlalogm antara calon pemlmpm dae-
rah dan masyarakatnya maka yang akan muncut
adalah demolkrasi yang seremonial saja, bukan
demokrasx substansial. Demokrasi saremomal ini
Jeias i1dal< akan menﬂuatkan proses. demokratasas;
ditinglat fokal. '

Setelah terplhh Kepala Daerah (Gubemur
Bupatl Wahkota) dan Anggota DPRD (P1 opinsi,
Kabupatcn dan Kola) proses komunikasi dennan
rakyat harus tetap - ber_;aian tidaic ‘berhenti, bcr—

-baga1 cara diiakukan umiuk bcrkomumkas den-

gan rakyat, mulai dcngan cara }ama seperti drsku-
si, dengar pendapat penmgauan lapangan, sampal
menggunakan cara komunikasi baru lewat e-mail,
Jacebook, twiter, dan sebagamya Pada saat ini ek-
sekutif dan legislatif harus mampu berkomumi{asz
dengan rakyatnya, komunikasi tersebut teni‘u;lya
bukan komunikasi seremonial semata seperti ja-
man Orde Bam ada acara kl(}mpencaplr cilmana
patra penanya sudah d1 stei atau dxkonchsﬂ{an ter-
febih dahulu,
Kemampuan komuml\as; pemimpin daeiah
pada era reformasi ini mutlak dibutuhkan, para
pemimpin rakyat ini harus mampu menyerap ga-
gasan, tuntutan dan opini masyarakat daerahnya,
yang kemudian oleh pemipin tersebat harus dija-
wab dengan kemampuan komunilasi yang mere-
ka miliki (baik secara verbal maupun non verbal)
seorang pemimpin dacrah harus dapat menun-
jukkan keberhasilan program-program yang te-
lah diperjuangkan dan harus mampu menjelaskan
program-program yang gagal dilaksanakan. .
~ Jika seorang pemimpin daerah tidak dapat
melaksanakan hal diatas, artinya gagal berkom-
nikasi dengan rakyatnya, dan hal tersebut terjadz
berulang kali dalam waktu vang cukup lama,
maka bukan tidak mungkin akan muncul aksi-
aksi pembangkangan dari rakyat, Awalaya mung-
kin kegelisahan dan kekecewaan rakyat dapat
didengar dan dirasakan di warung-warung kopi,
dimana rakyat bertemu, berkumpul membicara-
kan kehidupan sehar-hari, setelzh itu meningkat
rakyat mulai melakukan perlawanan kecil-kecil-
an, mungkin dengan pemogokan rakyat, Jika ini
tidak memberikan solusiperalawanan rakaat naik

an demokrasi ditingkat lokal akan tercederai, jika
pilkada hanya seremonial belaka dan rakyat hanya
datang, melihat, dan goyang dangdut semata, tan-
pa adanya proses mengkomunikasikan program

menjadi demonstrasi, dan akhimya sampai pada
pemakzulan ataw impeachment sang kepala dae-
rah. Beberapa contoh memperlihatkan demikian
seperti Bupati Temanggung Totok Ari Prabowo,
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Bupati: Kampar Jefri Noer, dan beberapa Bupat;
lainnya ‘yang terkena pemakzulan Dari uraian
diatas jelaslah bahwa ada keterkaitan erat komut-
nikasi dengan penguatan demokram d}tmgkat
lokal, “demokrasi tidak akan mungkm bekerja
fanpa komunikasi dan komunikasi melekat dalam
pelaksanaan setiap aspek demokrasi.

Kedua  tujuan admmmimuf menumt Made
Suwandi* (2(}07) tmuan ofonomi daerah adalah
_menmptakan kcsegahterdan dan menyedmkan
wanan kepada masyarakat yang efektif dan
eﬁ51en pakah komumka& éapat men;ad; faktor
utama 1.erc1ptanya }\.esejdhteraan dan pelayan-
an kepada masyarakat secara efektif dan efesien
dalam pemeunt'ihan yang terdesentrahsasa"
Menurut penulis, komumkam dapat men_}adz fale-
tor utama pendorong yang pentmc untuk dua hal
diatas.

‘Menugut Alwi Dahlan (1999 3) “Tolak ukur
komumkas_l yang klasik dm Claude 3hannon
adalak “keberhasilan komunikasi secara teknis,
yaitu apakah informasi yang dikisimkan dapat
diterima persis sama seperti informasi yang diki-
rimkan semula, walaupun menghadapi berbagai
kendala dalam proses komunikasi, Waren Weaver
menambahkan dengan tolak ulkur semaniik dan
tolak ukur efel, apakah informasi yang diperoleh
mempengarihi perilaku si penerima”

Dari uraian Alwi Dahlan diatas terlihat bahwa
keberhasilan komunikasi diukur dari informasi
yang dikirimkan komunikator sama dengan yang
diteriima oleh komunikan dan akan mempengaruhi
perilaku komunikan. Dalam keseharian manusia
berkommunikasi mulai dari dari bangun tidur sam-
pai tidur lagi, saai makan pagi sambil bercakap
dengan istri dan anak, ini merupakan komunikasi
antar persona, di kantor rapat, ceramah, diskusi,
dan sebagainya merupakan komunikasi kelom-
pok, saat membaca koran, membuka internet,
mendengarkan radio merupakan komunikasi mas-
sa, hingga malam datang sebelum tidur manusia
berdoa kepada Aliah juga merupakan kom.anikasi,
vaitu komunikasi transcendental.

Dart uraian diatas dapat dilihat bahwa se-
benarnya hidup dan kehidupan manusia selalu

krisis komunikasi ini biasanya secara tiba-tiba
dan mendadak. Dalam tinglkat mikro krisis komu-
nikasi bisa dﬁlhat saat terjadi persehslhan paham
antara suami dan istri, antar teman sepergaulan
sekantoz dan sebagainya.

Sedangkan dalam tingkat mak;‘o yalm negara
krisis komunikasi dapat ‘mengakibatkan h;}ang
atau. . 11mtu1111ya kepercayaan publik pada _pe-
nguasa, hilangnya kepercayaan publik ini teniu-
nya. dapat mengancam keiangsungan rezun peme—
bex komumkam pada 1akyatz1ya pada tmgkat yang
akut éapat meyebabkan ketidakpercayasn rakyat
pﬁda pemerintah, vang memungkinkan ter}admya
pembangkangan rakyat (civil disobedience). ..

Supaya tidak ada pembangkangan rakyat maka
pemerintah perfu menciptakan kesejahteraan
dan menyediakan pelayanan kepada masyarakat
yang efektif dan efisien. Dengan dua hal tersebut

maka esensi dari pemeriniahan yaitu mencipiakan

kenyamanan akan terpenuhi (Muchlis Hamdi,
2002:2). Bagaimanakah komunikasi dapat men-
jadi tulangpungung utama pemerintah dalam haI

ini pemerintah daer ab mewujudkan kesejahteraan_

dan pelayanan publik yang baik.

Sejahtera adalah mantera yang paling dudam«
kan oleh semua manusia di dunia ini, banyak seka-
li definisi sejahtera, mulai dari sejahtera secara
jasmai dan rohani, sejahtera artinya tidak miskin,
sejahtera arfinya pembangunan merata, atau se-
jahtera adalah tercukupinya sandang pangan dan
papan, dan sebagainya. Pada tahun 1990 Amartya
Sen, Mahbub Ul Hag dan Lord Meghnad Desai
mengembangkan instrumen untuk mengukur ke-
sejahteraan pada suatu negara, dan instrumen ini
kemudian diadopsi oleh Perserikatan Bangsa-
Bangsa (PBB) untuk program pembangunan di
suaty negara (www.undp.org).

Menurut Amartya Sen dan kawan-kawan,
unfuk melihat dan menentukan apakah suatu ne-
gara tersebut sejahtera atan belum sejahtera yang
dilihat adalah Hwman Developmeni Index-nya
atav Ideks Pembangunan Manusianya. Dalam
mengukur HDI atau IPM ini Amartya Sen meng-
ukur pencapaian 3 dimensi dasar pambanounan

perkumianioss - ki karemr b fe upEi
suaty kebinsaan sehari-hari, sehingga jarang orang
melihaf pentingnya komunikasi, komunikasi baru
terasa penting ketika terjadi krisis komunikasi,

iﬂdililbld yanu ﬁbbbljcllcﬂ.!, pr:m.uunxun, LJd.il hi.:.l}.lu.al
kehidupan vang layak (wwwundp.org). Dari 3
dimensi inilak kemudian dapat dilihat tingkat ke-
sejahteraan rakyat dari suati: negara. Pengukuran
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kesejahieraan memakai standar IPM.ini:juga.di-
adops;. olelh Pemerintah -Indonesia. untuk meng-

ulaur tingkat: kesejahteraan di: “Propinsi: dan’ ka-

bupaien di-Indonesia: Menurut data. BPS(2008)

nilai: IPM Indones;a adalah 0. 71.17, :sedangkan-
‘untuk: Pemermtahan Propinsi:yang paling ‘tinggi

adalah’ Pmpms; DKI Jakarta sebesar 0.77.03, dan

--terendah Propmm Papua sebesar 0 64 {}0 (www :

bps 20. id) e

pendapat AlwiDahlan (1997) dxatas ‘disebutkan

bahwa berhasil t1daknya komunikasi: diukr dan_
1nf0m1331 yang . dikirimkan . oleh ' komunikator.

sama; dengan yang diterima oleh:komunikan.dan
akan’ ‘mempengaruhi perilaku komunikan, dalam

hal ‘ini-apakah"informasi vang  dikirimkanoleh:

ko_mumkator yaitu Pemda sama dengan informasi
yang. ditangkap-oleh:komunikan yaitu-rakyat - di
daerah tersebut dan:akhirnya:akan mengubah atan
mempengamhi perilaku rakyat: -

+Dalam: pengukuran -sejahtera versi- PBB. de~
ngan1PM-nya ada tiga hal pokok yang akan divkur

vaitu:pelayanan pendidikan, pelayanan keschatan-

danpelayanan standar kehidupan yang layak, un-

tuk standar kehidupan yang layak ini dilihat dari

kemampuan-tingkat-daya beli masyarakat artinya
rakyat harus memperoleh pekerjaan dengan ting-
kat' pendapatan yang layak. Menurut pendapat
penulis komunikasi akan sangat besar perannya
dalam ketiga hal ini, pelayanan pendidikan akan
bersentuhan dengan komunikasi, bagaimana pen-
didikan akan berhasil dengan baik jika komuni-
kasi-antara pendidik atau gnru-dan murid tidak
betjalan dengan baik, atau bagaimana pendidikan
akan ditingkatkan mutenya jika tidak ada komu-
nikasi yang baik antara Pemda dengan berbagai
sekolah yang ada di daerah tersebut. Sebagai con-
toh Pemda Kabupaten Jembrana sebagi salah satu
contoh ‘Pemda yang berhasil dalam peningkatan
pelayanan pendidikan di Indonesia. Di Kabupa-
ten-Jembrana sejak tahun 2003 pendidikan gratis
mutai dari SD, SMP dan SMA telah dilaksanakan
(TIFA, 2005), bandingkan dengan kebijakan na-

'Bagannana komumkasz bezperan dalam me—_g_ -
ningkatkan kesej ahieraan dan pelayanan pubhk di:
‘daerah melalui skema IPM ini ?. Jika merujukpada

renbangda) dcngan semua pemangku kepentmaan_-
pendzdxkan '- :

- Dalam musyawazah tersebut tenh,mya kemum-
mkasx sangat berperan penting, hal yang. menarik:
adalah bagaimana-Bupati dan ‘jajarannya’dapat

‘meyakinkan seluruh pemangku kebijakan bahwa:

untuk meningkatkan kualitas pendidikan. di Ka-
bupaten Jembaran memerlukan dana yang: cukup
‘besar, nah bagaimana ini dapat dlpenuhf? kebijak- .
an yang dikeluarkan oleh Bupati adalah dengan

_3mengelompokkan kembali 22 SD- yang jumlab:
“siswanya -dibawah - standar.’ Dalam - pengeiom--

‘pokkan ini diadakan- musyawarah di 8D mana
akan - ditempatkan - siswa yang dlk_elompokkan
dalam-proses pengelompokkan ini 1entunf~/'t' in-
formasi yang baik akan sangat berguna, misalnya
letak $D, jarak SD vang dikelompokkan dengan
penduduk, - fasilitas  SD- vang -menjadi: tempat

- pengelompokkan. Intmya tanpa.informasi-yang

baik maka tidak -akan mungkin ada pengelom-
pokkan, yang ada. adalah’ perdebatan :vang. tak
berujung, bahkan konflik antar masyarakat. Hasit
dari - pengelompokkan - tersebut -maka : Pemkab
Tembrana dapat menghemat dana sekitar-33 Mil-
var rupiall pertahun (TIFA, 2005), anggaran:ini-
lah vang kemudian untuk mensubsidi SPR:siswa
yang bersekolah dari SD, SMP, dan SMA. Selain
itu Pemkab Jembrana menghidupkan komunikasi
dengan masyarakat setempat dimana sekolak:ifu
berada untuk menyumbangkan kemampuannya
memperbaiki gedung-gedung - sekolah.  Pemkab
Jembarana hanya memberikan bantuan dana block
grant untuk membeli material, sedangkan penger-
jaannya dilakukan oleh masyarakat setempat, dan
ternyata gayung ini bersambut, mungkin -karena
masyarakat berkepentingan juga dengan fasilitas
gedung sckolah dimana anak-anak mereka me-
nuntut Hmu (TIFA, 2005). Dari uraian diatas ter-
lihat jelas bagaimana komunikasi dan informasi
yang berjalan dengan baik vang dilakukan oleh
Pemerintah Kabupaten Jembrana dapat mening-
katakan Indeks Pembangunan Masyarakat Ka-
bupaten Jembrana dibidang Kesehatan,

Pelayanan Kesehatan, dalam pelayanan ke-
sehatan ini dapat dicontoh bagaimana Pemerintah

stotab-yang-sekolali-gratis-hanyasarmpai-S i
Dalam usahe meningkatkan pendidikan, hal pes-
tama yang ditempuh adalah melakukan musya-
warah perencanaan pembengunan daerah (Mns-

RUt Bl melkikan peiayanan escnaan ge-
pada masyarakatanya. Apa yeng dilakukan oleh
Pemkot Blitar? yang pertama dilakukan adalah
komunikasi dengan masyarakatnya, mermberikan

. L e P o s
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inforiﬁas'i'}rang nyata-apa yang menjadi kendala

dan ‘tantangan Kota Blitar dalam melayani ‘ke-.

sehatan warganya. Dibaniu -dengan-Pusat’:Studi
Keb:;akar_x__Umversﬁas Gad}ah_ Mada, Pemerintah
Kota Blitar membuat citizen s charter (kesepa-

katan denoan rakyat) daiam kebgakan pelayanan
I{esehatan

 Formulasi citizen k. charfer adalah mcrupakan
suaty dokumen Lontrak pelayanan yang ditan-:

_'datangam ﬂntara kedua beiah yam. per-yed,a
guna Iayanan ymm masyarakat dunana kedua
belah -harus - ‘tunduk’: pada; kont:ak pelayanan
yang:itelah- disepakati tersebut, - Kesepakatan
ters_ebut_ mehpuu banyak-aspek termasuk atribut,
slogan di puskesmas semuanya merupakan suatu
inisiatif bersama antara pihak penyedia layanan,
pelanggan dan juga stakeholders yang lainnya.
Kontrak Pelayanan tersebut terwadahi dalam Fo-
rum- Stakeholders (Forum Pelayanan). Qrientasi
citizens charter adalah pelanggan sebagai pusat
perhatian. Setelah program citizen s charter (CC)
ini dilakukan maka kinerja:puskesinas menjadi
meningkat, pada saat ini untuk layanan kesehatan
di puskesmas disediakan bagan layanan masya-
rakat :dimana masyarakat bisa mengetahui alur
pelayvanan kesehatan di puskesmas, kotak surat,
SMS dan tilpon guna menampung keluhan, vsul-
an dan masukan langsung dari pelanggan yaitu
masyarakat.

Pelayanan peningkatan pendapat - rakyat,
bagaimana cara melakukan peningkatan pendapat-
an rakyat?, vaitu dengan membuka lebar masuk-
nya investor untuk melakukan investasi, baik
itu investasi dari dalam negeri maupun investasi
dari dalam negeri, karena tidak mungkin semua
penduduk di suatu daerah bekerja di sektor peme-
rintahan menjadi pegawai negeri. Untuk menarik
investor agar maun melakukan investasi pada suatu
daerah maka Pemerintah daerah harus ramah de-
ngan investor. Kabupaten Sragen adalah salah
satu daerah yang ramah dengan investor, survei
dari BKPM dan KPPOD tabun 2009 memperli-
hatkan Kabupaten Sragen masuk dalam kategori
10 kabupaten teratas di Indonesia yang ramah in-

Perdagangan, Panw1sata dan: Pasar siap :miems=;

yang dilakukan adalah membangun komunikasi:
vang baik ‘dan.transparan dengan investor. “Apa.
vang ditakutkan ‘oleh . investor:pada masa .lahi
adalah perijinan’ yang berbelit-belit ‘dan infor-
masi mvestasi yang tidak jelas, oleh Pemerin- -
tah Daerah: Kabupaten. Sragen dijawab: dengan':
meluncurkan kebijakan Kantor Pelayanan :Per- -
iinan Terpadu’ (One: Stop - Service), :Di. kanto_r-"-
ini Dinas-Dinas yang terkait yang mengelola’-
perijinan - investasi berkantor, antara lain Dﬂnas"_

bantu masyarakat dan-calon investor untuk mem—_:f'
berikan. gambaranfmappmﬂ mengenai peluang/:
potensi -ataupun alur perijinan yang harus dilalui’
guna mewujudkan bisnisnya. Badan Perijinan’
Terpadu : sebagai -Badan yang dipercaya. untuk:
mengelola kebutuhan publik di sektor perijinan
memberikan standar. yang jelas dan transparaﬁ:
mengenai prosedur dan proses yang dibutuhlcan..
Melalui pertimbangan satker-satker lain, Calon:
Investor dapat memperoleh gambaran fata ruang
yang berlaku, dan melakukan survei'ke lapangan
serta bertemu dengan masyarakat sekitar untuk
memperoleh  gambaran mengenai kondisi ling-:
kungan. Dengan informasi yang jelas, transparan
dan dikomunikasikan denpan baik, maka saat ini
Kabupaten Sragen telah menjadi Kabupaten yang
banyak diminati investor, dengan masuknya in-
vestasi ini maka terbuka pula kesempatan rakyat
untuk mendapatkan pekerjaan dan pengahas:dan
yang layak. :

Dari uraian diatas terlihat bagaimana komumi-
kasi dan informasi sangat berperan dan menjadi
pendukung utama kisah sukses berbagai daerah
di era otonomi ini. Beberapa ahli pemerintahan
seperti Ryaas Rasyid (2002), Afan Gafar (2007),
Made Suwandi (2007), sangat percaya bahwa
masa depan Indonesia ada di daerah, artinya jika
semua kabupaten, kota yang ada di Indonesia dari-
Szbang sampai Merauke yang berjumlah sekitar
400-an, mampu melayani kebutuhan masyarakat-
nya dengan baik dan meningkatkan kesejahteraan
rakyatanya, maka dapat dipastikan Negara Ke-
satuan Republik Indonesia akan maju dan sen-
tosa, sesuai janji para Pendiri Republik ini yang

VERTOE, daT 300 KA UpatET valg a1 surveln (R
POD, 2009)

Apa yang dilakukan oleh Kabupaten Sragen?,
Pemerintah Eabupaten Sragen, memberi kemu-
dahan dalam pelayanan bagi investor, hal utama

 Pomeriniahan o g SRA o Fea Honoeri Taceal

BT HID Qi Pelbulasl UUD 1945, Bawa
Kita bersatu bersama menjadi satu Negara, dari
Sabang sampal Meranke mendirikan NERT untuk
Melindungi Segenap Bangsa dan Tumpeh darab
Indonesia, Memajukan Kesejahteraan Umum,
dan Mecerdaskan Kehidupan Bangsa Indonesia.
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Penump s
. Otonomi: daerah di- Indonesm bukan merupa~
kan: hal_yang_bam .s_emengak awal republik ini

berdiri; ‘para pendiri bangsa telah menggagas oto-.

nomi:daerah, karena mereka percaya bahwa - In-
‘donesia yang demikian fuas tidak akan mungkin
diselesaikan oleh pemerintah pusat (Jakarta). Ke-
sadaran ini terlihat pada UUD 1945 pasal 1§ yang
dikhususkan mengatur daerah. Seiring berjalan-
nya waktu telah terbit 8 Undang-Undang vang

mengatuy pemermtah daerah dari ke delapan UL

iersebut ada yang bercorak sentrahstzs dan ada
yang ‘bercorak desentralistis.

‘Dari § UU vang mengenai Pemerintahan dae-
rah tersebut, UU No 5 Tahun 1974 merupakan Un-
dang-Undang yang paling lama pernah dijalankan
yaitu sekitar 25 tahun. Undang-Undang No 5 Ta-
hun 1974 tersebut berciri sentralistik, hal ini terli-
hat dari isi UU tersebut dimana peran pemerintah
pusat sangat kuat, daerah hanya scbagai pelaksa-
nz saja, Jaman berbaganti dan Rezim Orde Baru
nuntub, runtehnya Rezim Orde Baru yang berciri
otoriter tersebut memunculkan tuntutan dari dae-
rah unfuk mendapatkan otonomi yang lebih nyata
dan luas. Tuntutan tersebut kemudian di akomo-
dasi oleh Pemerintah Pusat dengan meluncurkan
Undang-Undang Pemerintahan yang baru, peng-
ganti UU 5 Tzhun 1974 yang berciri sentralistik.

Undang-Undang No 22 Tahun 1999 merpa-
kan jawaban kongkrit Pemerintah Pusat terha-
dap tontutan darl Pemerintah Daerah, UU No 22
Tahun 1999 berciri desentralistik dimana dalam
pelimpahan kewenangan dengan cara general
competence bukan wltra vires doctrine dalam pe-
limpahan kewenangan cara general competence
ini maka Pemerintah Pusat hanya mengurus lima
kewenangan vyaitu: Politik Luar Negeri, Keuan-
gan, Pertahan, Yustisi, dan Agama, diluar 5 wru-
san ini daerah dipersilahkan menyelenggarakan
dengan baik dan bertanggung jawab.

UU No 22 Tahun 1999 setelah dievaluasi ke-
mudian disempurnakan dengan UU No 32 Tahun
2004, dalam penyerahan kewenangan UU No.
32 Tahon 2004 tetap menggunakan cara general
competence artinya UU No. 32 Tahun 2004 tetap

Pemerintah ‘Pusat mutlal dan tidak di déééﬁt:él—

isasikan. yaitu; Hankam, ‘Agama, Moneter, Vus-'

tusi; dan Politik Luar Negeri, satu ‘lagi -adalah
urusan bersama atau concurref yang dlu;:us .oleh

daerah atau di desentrahsasman Urusan “concyr--
rent ini dxbagl dua yaitu: urusan peiayanan ‘dasar-

yaitu: pendidikan dan kesehatan, dan peIayanan
pilihan untuk menambah pendapatan daerah dan
masyarakat.

“Dalam pcmermtahan yang teldesentrahsasn
seperti saat ini. peran komunikasi dan mfo;mam
sangat penting, bahkan menjadi pendukung utama
sukses dan gagalnya otonomi daerah. Beragam
daerah yang berhasil dalam menjalankan oto-
nomi daerah, dimulai dengan pemimpin “daerah
dan aparat birokrasi didalamnya memulai ‘mau
melakukan komunikasi dengan masyarakat dan
semua pemangka kepentingan di daerah, mau
mendengarkan keluhan dan curahan hati: (curhat)
dari masyarakatnya, komunikasi vang dibangun
bukan komunikasi seremonial dalam kepura-
puraan seperti klompencapir jeman Orde baru,
namun komumikasi yang dibangun berdasarkan
empati untitk membangun daerah. Salah satu con-
toh adalal bagaimana kisah sukses Walikota Solo
mentindahkan pasar di pusat Kota Solo, dan im
dapat dilakukan dengan baik tanpa ada kekerasan,
tanpa ada bakar-membakar, tanpa ada Satpol PP,
Polisi dan Tentara, bahlean pedagang pasar terse-
but mau sukarela memindahkan dagangan mereka
lengkap dengan kirab dan kamaval. Apa yang di-
lakukan oleh Joko Widodo sang Walikota Solo
hanya satu komunikasi, namun bukan sembarang
komunikasi, komunikasi yvang dilakukan sangat
empatif dan dilakuan sebanyak 54 kali dengan
pedangang pasar Solo, memang memakan wakiu
agak lama, namun hasiloya akan dikenang sepan-
jang masa dan sang Walikota terpilih kembali
dengan mulus tanpa ada rekayasa.

¥omunikasi mungkin barang yang mudah
diucapkan, namun juga paling ditekuti oleh pe-
mimpin yang otoriter dan tirani, namun dalam
pemerintahan  yang demokratis kemampuan

ber komunikasi bagi para penimpin daerah dan
apartur birokrasi pemerintah daerah merupakan

HEHEAROMGAasT KeHeidak daeran untuk menda-
patkan ctonomi yang luas dan nyata. Dalam UU
Mo, 32 tabun 2004 anaiomi wrusan pemerintahan
dibagi dua yaitu absolute artinya dipegang oleh

hat yang mutlak diperlukan. Abraham Lincoln
Presiden ke 16 Amerika yang termasyus itn ber-
kata “Biarkan masyarakat mengetahui fakta dan
dan ini

negara dengan sendirinya akan aman”,

Pemerinialion s garieg TGl Br Glonigant Thoerali
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sudah dibuktikan oleh para Bupati dan Walikota
vang berhasil mengemban amanah rakyatnya. Ka-
bupaten Solok, Kota Yogya, Kabuapten Bantul,
Kabupaten“Sragen, Kota Solo, Kabupaten Jem-
barana, danmasih banyak lagi, merapakan contoh
kabupaten dan kota yang Pemerintah Daerahnya
mampu ‘menjalankan amanah rakyatnya dengan

informasi, seperii kata Aristoteles {dalam Muchlis
Hamdi, 2002:3) “Bahwa warganegara ‘akan ber-
tindak sebagai makhlok rasional manakala mereka

mempunyai pergetahuan yang cukup tentang isi,’

arah, dan manfaat pengaturan perilaku mereké”'

masyarakat demikian inilah yang disebut well 1n~;

for ‘med socrety

baik, :dan itu semua dimulai dari komunikasi dan
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